BAB 11
LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori
1. Agency Theory (Teori Keagenan)

Teori keagenan menurut Jensen dan Mecling
adalah suatu kesepakatan antara agen dan pemilik.
Kerjasama kontraktural ini bisa berjalan dengan lancar
apabila pemilik memberikan kewenangan suatu keputusan
kepada manajer. Kerjasama keagenan datang saat satu
atau lebih seorang majikan memberikan upah ke
karyawan, untuk bertindak atas dirinya." Hubungan
principal-agen bisa terwujud jika tindakan yang
dikerjakan bisa memberikan perubahan bagi orang lain
dan bisa juga diwujudkan dengan kesepakatan-
kesepakatan dalam struktur institusional dari banyak
tingkatan, misalnya penataan karakter dan plan
kesepakatan.?

Menurut Lane dalam Anonymous mengemukakan
bahwa agency theory mampu direalisasikan pada
organisasi publik. Lane juga mengemukakan bahwa
negara demokrasi modern dilandasi hubungan antara
principal dan agen, hal ini juga bisa ditemukan dalam
tindak kecurangan pada bagian pengadaan barang/jasa
dengan principal yakni pemerintah daerah serta agen
yakni panitia pengadaan barang/jasa.®

Terdapat beberapa pandangan yang menjadi dasar
teori keagenan, yaitu pandangan karakter manusia,
pandangan kekelompokan, dan pandangan informasi.

! Diah Purwaningrum, “Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal,
Ketaatan Aturan Akuntansi, Kesesuaian Kompensasi, Asimetri Informasi,
Moralitas Individu, dan Kepuasan Kerja Terhadap Kecenderungan Kecurangan
Akuntansi dengan Perilaku Tidak Etis sebagai Variabel Intervening (Studi
Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus)”, 15.

2 Nashirotun Nisa Nurharjanti, “Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan
Fraud Pengadaan Barang/Jasa di Lembaga Publik,” Jurnal Akuntansi dan
Investasi 18, no. 2 (2017): 2-3, diakses pada 11 Desember, 2018,
http://journal.umy.ac.id/index.php/ai.

® Nurani Jatiningtyas, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud
Pengadaan Barang/Jasa Pada Lingkungan Instansi Pemerintah di Wilayah
Semarang” (skripsi, Universitas Diponegoro Semarang, 2011), 30.
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Pandangan karakter manusia lebih kepada manusia
memiliki  karakter — memprioritaskan  diri  sendiri,
mempunyai pola pikir terbatas tentang masa depan, dan
selalu menghindari resiko, pandangan kekelompokan
yaitu terjadi permasalahan antar anggota kelompok serta
memposisikan dengan benar informasi antara individu dan
manager. Pandangan informasi yaitu pandangan informasi
perihal berbagai barang yang bisa diperjual-belikan.*
Pengertian Pengadaan Barang/Jasa

Berdasarkan  Peraturan  Presiden  Republik
Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 menyatakan bahwa,
Pengadaan Barang/Jasa ialah kegiatan menyediakan
barang/jasa yang dilakukan
Lembaga/Kementerian/Perangkat Daerah dengan cara
memproses mulai menganalisis keperluan hingga pada
penyerahan dan penerimaan hasil pekerjaan.’

Pengadaan Barang/Jasa tercipta karena adanya
keperluan akan suatu barang atau jasa. Secara luas
meliputi serangkaian proses dari konsep, persiapan,
perizinan, penentuan pemenang tender sampai pada
langkah pelaksanaan dan proses administrasi dalam
kegiatan pengadaan barang, pekerjaan atau jasa.®

Schiavo-Campo dan Sundaram dalam Jatiningtyas
mengartikan pengadaan barang/jasa sebagai upaya
mendapatkan barang, jasa, serta prasarana umum pada
waktu tertentu yang dapat memberikan value terbaik
untuk pemerintah ataupun untuk masyarakat. Lebih luas
lagi kriteria persediaan barang/jasa disektor swasta
berbeda dengan pengadaan barang/jasa di bidang
pemerintah, hal ini dikemukakan oleh Schiavo-Campo
dan Sundaram dalam Jatiningtyas. Beberapa karakteristik
tersebut antara lain:

* Diah Purwaningrum, “Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal,
Ketaatan Aturan Akuntansi, Kesesuaian Kompensasi, Asimetri Informasi,
Moralitas Individu, dan Kepuasan Kerja Terhadap Kecenderungan Kecurangan
Akuntansi dengan Perilaku Tidak Etis sebagai Variabel Intervening (Studi
Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus)”, 15-16.

5 Peraturan Presiden, “16 Tahun 2018, Ketentuan Umum,” (16 Maret 2018).

® Adrian Sutedi, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai
Permasalahannya (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 4-5.
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a. Kurang menekankan penawaran yang kompetitif
secara resmi dan merangkum prosedur pengadaan
barang/jasa  yang  memungkinkan  terjadinya
permasalahan dari berbagai pihak;

b. Mengutamakan kualitas dan menunjuk kontraktor atau
vendor yang mampu memberikan barang dengan
kualitas tinggi atau high value dengan harga yang
kompetitif;

c. Akuntabilitas lebih dikedepankan.’

2.1 Tujuan dari sistem pengadaan barang/jasa

Menurut Perpres nomor 16 tahun 2018, tujuan

dalam sistem pengadaan barang/jasa, yaitu:®

@

@

a. Memperoleh barang/jasa yang sesuai
b.
C.

Penggunaan produk dalam negeri meningkat

Peran Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha
Menengah lebih dikedepankan

Peran pelaku usaha dalam negeri lebih ditekan
Mendukung  terlaksananya  penelitian  serta
pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian
Meningkatkan peserta industri kreatif

Mendorong terjadinya pemerataan ekonomi
Mendorong terjadinya pengadaan berkelanjutan.’

2.2 Pr|n3|p Umum dalam Pengadaan Barang/Jasa

Dalam modul pengantar pengadaan barang/jasa

pemerintah, terdapat prinsip umum pengadaan
barang/jasa yang dapat digambarkan seperti berikut:*

" Nurani Jatiningtyas, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud
Pengadaan Barang/Jasa Pada Lingkungan Instansi Pemerintah di Wilayah

Semarang”, 31-32.

® Materi 2, Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika PBJ (Pelatihan Tingkat
Dasar PBJP Perpres Nomor 16 Tahun 2018), Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), 6-14.

® Materi 2, Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika PBJ (Pelatihan Tingkat
Dasar PBJP Perpres Nomor 16 Tahun 2018), 14.

1 Modul 1, Pengantar Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia (Pelatihan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar/Pertama, Modul LKPP
(Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), 12.
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Gambar 2.1
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Sumber : Modul LKPP

Ketujuh prinsip tersebut dalam pasal 6 atas Perpres
nomor 16 tahun 2018 telah dijelaskan bahwa:™*

a. Pengadaan yang efisien
Yakni pengadaan yang dikerjakan dengan cara
mengukur  besar/kecilnya  agar  dapat
memperoleh barang/jasa dengan khiteria yang
telah direncanakan.

b. Pengadaan yang efektif
Yakni pengadaan dkerjakan dengan cara
mengukur jauh atau dekatnya barang/jasa yang
agar bisa mendapatkan khiteria yang telah
direncanakan.

c. Pengadaan yang transparan
Setiap proses yang berkaitan tentang
pengadaan barang/jasa mulai dari dasar hukum
hingga rincian barang/jasa bisa dengan mudah
dijangkau masyarakat umum, terkhusus oleh
penyedia barang/jasa yang berkeinginan.

d. Pengadaan yang terbuka
Semua penyedia yang telah memenuhi
persyaratan dapat  mengikuti proses
pengadaan.

e. Persaingan yang sehat

1 Modul 1, Pengantar Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia (Pelatihan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar/Pertama, 12-13.
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Terciptanya kondisi persaingan yang baik
antar para penyedia, yang tidak
memungkinkan adanya campur tangan dari
pihak lain.

f.  Pengadaan yang adil
Memberi perlakuan yang sama kepada semua
calon penyedia dan tidak memberi imbalan
kepada pihak lain

g. Pengadaan yang akuntabel
Dalam setiap proses pengadaan harus selalu
sesuai dengan peraturan dan mampu
bertanggung jawab."

2.3 Landasan hukum dalam pengadaan barang/jasa di
Indonesia
Landasan hukum berbagai sistem pengadaan
barang/jasa yang ada di Indonesia diatur melalui
beberapa  produk  hukum, = yaitu:  keputusan
presiden/peraturan presiden (Kepres/perpres),
keputusan dan surat edaran menteri/pimpinan lembaga
dan berbagai keputusan serta instruksi lainnya.
Beberapa aspek yang bisa menjadi acuan hukum
untuk menyusun ketentuan pokok sistem pengadaan
barang/jasa di Indonesia, diantaranya:

a. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 106
Tahun 2007, mengenai Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun
2010, mengenai Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

c. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 Tahun
2011, mengenai perubahan atas peraturan
presiden nomor 54 tahun 2010 tentang
pengadaan barang/jasa pemerintah;

d. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun
2012, mengenai perubahan kedua atas
peraturan presiden nomor 54 tahun 2010
tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;

12 Modul LKPP, 12-13.
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e. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 157
Tahun 2014, mengenai perubahan atas
peraturan presiden nomor 106 tahun 2007
tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

f. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 172
Tahun 2014, mengenai perubahan ketiga atas
peraturan presiden nomor 54 tahun 2010
tentang pengadaan barang/jasa;

0. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun
2015, mengenai perubahan keempat atas
peraturan presiden nomor 54 tahun 2010
tentang pengadaan barang/jasa;

h. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 tahun
2018, mengenai pengadaan barang/jasa
pemerintah.*®

2.4 Orang-orang yang terlibat dalam kegiatan pengadaan
barang/jasa pemerintah
Para pihak (subjek) yang berperan dalam kegiatan
pengadaan barang/jasa yakni:**
a. Pengguna Anggaran (PA)

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat

PA adalah  pejabat pemegang kewenangan

pengguna Anggaran

KementerianNegara/Lembaga/Perangkat Daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang

menjadi kewenangan daerah otonom.
b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan

APBN vyang selanjutnya disingkat KPA adalah

pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk

melaksanakan sebagian kewenangan dan

¥ Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (JDIH LKPP),
https://jdih.lkpp.go.id/regulation/peraturan-presiden.

14 peraturan Presiden, “16 Tahun 2018, Pelaku Pengadaan Barang/Jasa,” (16
Maret 2018).
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tanggung jawab penggunaan anggaran pada
Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan
APBD vyang selanjutnya disingkat sebagai KPA
adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian kewenangan pengguna
anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan
fungsi Perangkat Daerah.

c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjut
disingkat PPK adalah pejabat yang diberi
kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil
keputusan dan/atau melakukan tindakan yang
dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran
belanja negara/anggaran belanja daerah.*

d. Pejabat pengadaan
Pejabat pengadaan adalah pejabat
administrasi/pejabat  fungsional/personel  yang
bertugas melaksanakan Pengadaaan Langsung,
Penunjukkan Langsung, dan/atau E-purchasing.

e. Kelompok Kerja Pemilihan
Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya
disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya
manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKBJ
untuk mengelola pemilihan penyedia.

f.  Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKBJ)
Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang
selanjutnya disingkat UKBJ adalah unit kerja di
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang
menjadi pusat keunggulan Pengadaan
Barang/Jasa. UKBJ merupakan gabungan dari
Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Layanan
Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

g. PJPHP/PPHP
Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan adalah pejabat
administrasi/pejabat  fungsional/personel  yang

5 peraturan Presiden, “16 Tahun 2018, Ketentuan Umum,” (16 Maret
2018).
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bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan
Pengadaan barang/Jasa.

Penyelenggara Swakelola

Tim yang menyelenggarakan kegiatan swakelola.
Penyedia Barang/Jasa

Penyedia barang/jasa yang selanjutnya disebut
penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan
barang/jasa berdasarkan kontrak.

2.5 Cara dan Metode Pengadaan Barang/Jasa

Proses pengadaan barang/jasa di Indonesia dapat

dilakukan dengan dua cara, yakni:

1.
2

Melalui penyedia barang/jasa
Melalui Swakelola

Metode dalam penentuan penyedia barang/jasa

terdapat pada pasal 38 Perpres Nomor 16 tahun 2018,
yaitu:*®

a.

E-Purchasing

Dilakukan untuk pekerjaan konstruksi/jasa
lainnya yang sudah tercantum dalam katalog
elektronik.

Pengadaan langsung

Dilakukan untuk barang/pekerjaan
konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling
banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Penunjukkan langsung

Dilakukan untuk barang/pekerjaan
konstruksi/jasa lainnya dalam keadaan tertentu.
Tawaran cepat

Dilakukan dalam hal kriteria dan banyaknya
pekerjaan yang dapat di tentukan secara rinci dan
pelaku usaha telah terkualifikasi dalam sistem
informasi kinerja penyedia.

Tender

Dilakukan dalam hal tidak dapat menggunakan
metode pemilihan penyedia sebagaimana yang
disebutkan sebelumnya.’’

18 Peraturan Presiden, “16 Tahun 2018, Persiapan Pengadaan Barang/Jasa,”

(16 Maret 2018).
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3. Pengertian serta jenis kecurangan dalam pengadaan
barang/jasa
3.1 Pengertian fraud (kecurangan)

Dalam kamus Inggris-Indonesia, fraud diartikan
sebagai penipuan, kecurangan, dan penggelapan.
Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI) ialah ketidakjujuran dan kecurangan.*®

Menurut ~ Yulifah dalam  Astuti, fraud
(kecurangan) ialah suatu perlakuan yang dilakukan
untuk memperoleh keuntungan dan merugikan orang
lain, dengan tidak bertanggung jawab menghalalkan
segala cara.”

Menurut Donald Cressey, terdapat tiga keadaan
yang biasanya terjadi pada saat fraud yaitu: °

1) Pressure (tekanan untuk melakukan tindakan

fraud)
Menurut Montgomery et al dalam Rifqi
menyatakan bahwa tekanan/motif

sesungguhnya terjadi dua kondisi yang umum
terjadi yaitu, nyata dan bentuk persepsi.”*

2) Opportunity (kesempatan untuk melakukan
tindakan fraud)

Peluang yang mampu menciptakan
munculnya  kecurangan.  Para  pelaku
kecurangan meyakini kegiatan mereka tidak
diketahui.

3) Rationalization
Pembenaran yang dicari oleh pelaku
kecurangan atas aktivitas kecurangan yang

7 Peraturan Presiden, “16 Tahun 2018, Persiapan Pengadaan Barang/Jasa,”
(16 Maret 2018).

'8 Karyono, Forensic Fraud, 2.

9 Rahmawan Satrio Nugroho,dkk., “Pengaruh Implementasi Sistem
Pengadaan Secara elektroik (E-Procurement) terhadap Fraud Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Magetan),” Jurnal Administrasi Publik 3, No. 11: 3, diakses pada 4 Januari, 2019.

2 Diaz Priantara, Fraud Auditing & Investigation (Jakarta: Mitra Wacana
Media, 2013), 44.

2! Rifqi Mirza Zulkarnain, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya
Fraud di Sektor Pemerintahan (Studi Kasus Pada Dinas Se-Kota Surakarta)”
(skripsi, UNNES Semarang, 2013), 43.
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dilakukan. Para pelaku kecurangan meyakini
atau merasa bahwa aktivitas yang dilakukan
bukan merupakan suatu kecurangan.?

3.2 Fraud (Kecurangan) dalam Perspektif Islam

Didalam ekonomi Islam, dasar perekonomian yang
dipakai ialah homo homini socius yang menunjukkan
bahwa manusia sebagai pasangan dalam bermuamlah,
saling membutuhkan, saling bergotong-royong, dan
tidak saling menjatuhkan satu sama lain.?

Didalam al-Qur’an prinsip Kkejujuran terdapat
dalam QS. Al- Isra’ ayat 35, dan QS. An-Nisa’ ayat
58, yaitu:

s s gzl sl i o ) iS850
(35 17/93-«43“) }@;E é,&:—\/

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila
kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang

benar. ltulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih
baik akibatnya.” (QS. Al-Isra’; 35).%

(; RSN

G aals 1555 L d 9,38 3 330 &)
B & % iag s @ B JAall, 15288 5T

— ¢ PRI

(58 :4/sludl ) Foas ke 08

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu
menyampaikan amanat kepada yang berhak
menerimanya dan  (menyuruh  kamu) apabila
menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu

menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.

22 Djaz Priantara, Fraud Auditing & Investigation, 47.

2 Ahmad Zulfikar, “Pengaruh Moralitas Aparat, Pengendalian Internal,
Kesesuaian Kompensasi dan Asimetri Informasi Terhadap Kecenderungan
Kecurangan (Fraud)” (skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2017), 37-38.

24 QS. Al-Isra’ ayat 35, Al Qur’anul Karim, (Jakarta, Pustaka Al Mubiin,
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Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi
Maha Melihat.” (QS. An- Nisa’: 58).

Dari ayat diatas, dapat diketahui bahwa agama
Islam melarang untuk melakukan tindak kecurangan
atau menipu (ghisy). Dalam figih jinayah, terdapat
beberapa jenis kecurangan dilihat dari unsur-unsur
dan definisi masa sekarang yaitu:

a.

Penggelapan (Ghulul)

Dalam  syariat Islam  Ghulul  atau
menggelapkan uang negara yaitu mencuri
harta rampasan perang (ghanimah) atau
menyembunyikan sebagiannya (untuk
dimiliki) sebelum menyampaikan ke tempat
pembagian ghanimah, meskipun sesuatu yang
diambil memiliki nilai yang relatif kecil atau
sedikit bahkan seutas benang dan jarum.”
Penyuapan (Risywah)

Penyuapan merupakan sesuatu yang mampu
menghantarkan tujuan dengan segala cara agar
dapat tercapai.

Mengambil paksa hak/harta orang lain
(Ghasab)

Ghasab merupakan perbuatan yang dilakukan
secara terang-terangan dengan kekerasan dan
paksaan untuk mengambil harta atau
menguasai hak milik orang lain tidak seizin
pemiliknya.

Khianat

Wahbah  al-Zuhaili dalam  Yurmaini
mengartikan bahwa  segala sesuatu yang
bersifat melanggar janji serta kepercayaan
yang telah dibuat didalamnya.

Pencurian (Sarigah)

% QS. An-Nisa’

2013).

ayat 58, Al Qur’anul Karim, (Jakarta, Pustaka Al Mubiin,

% Yurmaini, “Kecurangan Akuntansi (Fraud Accounting) dalam perspektif
Islam,” Jurnal Akuntansi dan Bisnis 3, no.1 (2017): 8.
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Pencurian yaitu pengambilan harta dengan
cara  sembunyi-sembunyi  dari  tempat
penyimpanannya yang merugikan orang lain.
Menurut Abdul Qadir Audah dalam Yurmaini,
pencurian dapat dikelompokkan menjadi dua,
yaitu: pencurian kecil dan pencurian besar. %

f.  Perampokan (Hirabah)

Merupakan  tindakan  kekerasan  yang
dilakukan oleh individu atau Kelompok yang
dilakukan baik di dalam maupun diluar rumah,
yang bertujuan untuk menguasai atau
merampas harta benda milik orang lain dengan
maksud membunuh atau sekedar menakut-
nakuti korban.

g. Pungutan liar (Al-Maks), Pencopetan (Al-
Ikhtilas), dan Perampasan (Al-1htihab)
Pungutan liar merupakan pungutan yang
dibebankan dengan dasar hukum yang tidak
dimiliki, agar urusannya dapat teratasi dan
membayarnya.”®

3.3 Jenis fraud Pengadaan Barang/Jasa

Berdasarkan perbuatan, fraud (kecurangan) dibagi

ke dalam 3 (tiga) jenis atau tipologi menurut bagan
Uniform Occupational Fraud Classification System
(AFCE), yaitu:

a.
b.

C.

Penyimpangan terhadap harta atau asset
Pernyataan  palsu atau salah  pernyataan
(Fraudulent Statement)

Korupsi (Corruption).”

Di Indonesia sendiri istilah fraud lebih dikenal
dengan korupsi, korupsi merupakan bagian dari
fraud. Apabila dilihat berdasarkan Undang-
Undang nomor 31 Tahun 1999 yang telah
dirubah/diperbaiki dengan Undang-Undang nomor.

21 Yurmaini,

Islam,” 10.

2 Yurmaini,

Islam,” 11.

“Kecurangan Akuntansi (Fraud Accounting) dalam perspektif

“Kecurangan Akuntansi (Fraud Accounting) dalam perspektif

% Diaz Priantara, Fraud Auditing & Investigation, 68-69.
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20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi,
yang disebut fraud adalah korupsi.

Association of Certified Fraud Examiners
(ACFE) pada tahun 2016, telah meneliti bahwa
kecurangan yang paling banyak ditemukan di
Indonesia adalah korupsi.*

Gambar 2.2

- Korupsd
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Eacurangan Rparan Keuangan

Sumber : Modul LKPP

Sebanyak 154 responden survey fraud
Indonesia atau sebesar 67% memilih korupsi, 71
responden atau 31% dari jumlah responden
memilih asset misappropriation. Sedangkan 4
responden atau 2% memilih kecurangan laporan
keuangan. Sebutan korupsi dapat diakui sebagai
suatu perbuatan tidak wajar atau penyalahgunaan
yang dikerjakan karena terdapat suatu pemberian.*

3.4 Fraud dalam Pengadaan Barang/Jasa
Fraud yang terjadi dalam kegiatan pengadaan
barang/jasa pada lingkup pemerintah dapat dilakukan
oleh pihak penyedia, maupun pegawai pemerintah
atau kerjasama diantara keduanya.
Menurut Wind dalam Ginting, tindak kecurangan
dalam pengadaan barang/jasa dapat menjadi sumber

% ACFE Indonesia Chapter, Survai Fraud Indonesia (Jakarta: AFCE
Indonesia Chapter, 2017), 13.
%1 Diaz Priantara, Fraud Auditing & Investigation, 7.
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kebocoran dalam keuangan negara maupun keuangan

daerah.

Kecurangan dalam pengadaan barang/jasa

identik dengan korupsi. LKPP mengungkapkan ada
beberapa celah kecurangan dalam pengadaan
barang/jasa diantaranya:

1.

10.

3.5 Faktor

Selama proses pengadaan terdapat adanya
kick-back (tendangan balik) dan pengadaan
secara arisan;
Untuk memenangkan tender dilakukan dengan
tindakan suap;
Tidak transparannya proses pengadaan
barang/jasa;
Tidak diumumkannya rencana pengadaan oleh
pengelola proyek;
Rekanan menaikkan harga (mark up);
Nepotisme yaitu pelibatan pihak keluarga atau
saudara untuk memperoleh apa yang
diinginkan;
Terbatas atau tidak dibukanya akses bagi
peserta dari daerah sekitarnya;
Rincian teknis dibuat dan dicantumkan untuk
pemasok atau rekanan tertentu;
Dibolehkannnya atau dimenangkannya
pemasok yang tidak memenuhi kelengkapan
administrasi;
Metode pemilihan rekanan yang kurang
tepat.®

pemicu munculnya fraud dalam proses

pengadaan barang/jasa
a. Kualitas dari Panitia Pengadaan

Thai dalam Jatiningtyas mengemukakan

bahwa kualitas panitia pengadaan barang/jasa atau
profesionalisme dari masing-masing pelaku
merupakan faktor yang memiliki andil besar untuk
memicu keberhasilan. Laporan yang dibuat oleh
bank dunia/worldbank menyatakan lemahnya

%2 Rafles Ginting, “Interaksi Kekuasaan dan Kompromi Sebagai Pemicu
Fraud Pengadaan Barang dan Jasa Pada Implementasi E-Procurement di
Pemerintah Kabupaten Powereri” (thesis, Universitas Diponegoro, 2018), 23.
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kemampuan yang dimiliki oleh sebagian staf,

maupun pihak yang terkait dalam pengadaan

barang/jasa menjadi salah satu pemicu belum
dapat berfungsinya sistem pengadaan barang/jasa

di Indonesia. *

Menurut  Sartono dalam Jatiningtyas
merumuskan bahwa kualitas dari  panitia
pengadaan dapat dilihat oleh beberapa dimensi,
yakni: *

1) Kompetensi

2) Obijektivitas

3) Integritas

Kualitas dari penyedia barang/jasa

Kualitas penyedia dapat mempengaruhi
kelengkapan administrasi dan barang yang
diperlukan, untuk dapat mengukur kualitas
penyedia barang/jasa dapat dilihat dalam berbagai
dimensi yaitu:

1) Administrasi  atau  legalitas  penyedia
barang/jasa, seperti izin usaha, NPWP,dan
akta pendirian usaha serta penandatanganan
pakta integritas.

2) Apsek teknis seperti pengalaman, kemampuan
sumber daya manusia, serta kebenaran
kualitas dan ketepatan waktu pengiriman
barang.

Sistem dan prosedur dalam pengadaan barang/jasa

Berdasarkan pendapat Jourdain dan
Balgobin (2003) dalam Nur Hidayati dan Mulyadi
bahwa sistem dan prosedur dari pengadaan

%8 Nurani Jatiningtyas, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud
Pengadaan Barang/Jasa Pada Lingkungan Instansi Pemerintah di Wilayah

Semarang”, 54-55.

* Nurani Jatiningtyas, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud
Pengadaan Barang/Jasa Pada Lingkungan Instansi Pemerintah di Wilayah

Semarang”, 57.
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barang/jasa yang baik mempunyai kriteria sebagai
berikut:*
1. Transparan

2. Ekonomis
3. Efisien dan tepat waktu
4. Keadilan

Dari hasil berbagai literatur dalam
Jatiningtyas ditemukan sejumlah ciri dari suatu
sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa yang
baik, yaitu:*

1) Transparan

2) Ekonomis

3) Mudah diterapkan

4) Pendorong terciptanya kompetisi secara fair
5) Terdapat tempat pengaduan

Etika dalam pengadaan barang/jasa

Salah satu faktor kuat lainnya yang harus
diperhatikan dalam menciptakan pengadaan
barang/jasa yang bersih dan positif adalah etika
dalam pengadaan barang/jasa. Etika yang
diiplementasikan ke dalam proses pengadaan
barang/jasa akan mampu menahan terjadinya
penyelewengan kekuasaan atau kolusi yang
dilakukan secara langsung maupun tidak langsung
demi kepentingan pribadi ataupun golongan yang
dapat merugikan negara.

Menurut Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP dalam Materi
2 Pelatihan Tingkat Dasar PBJP Perpres nomor 16
tahun 2018 menyatakan bahwa etika dalam
pengadaan barang/jasa diantaranya:

1) Tertib dan Tanggungjawab;
2) Professional, Mandiri, dan Jujur;
3) Tidak Saling Mempengaruhi;

% Nurani Jatiningtyas, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud
Pengadaan Barang/Jasa Pada Lingkungan Instansi Pemerintah di Wilayah

Semarang”, 61-62.

% Nurani Jatiningtyas, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud
Pengadaan Barang/Jasa Pada Lingkungan Instansi Pemerintah di Wilayah

Semarang”, 63-64.
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4) Menerima serta Tanggungjawab;
5) Menghindari Konflik Kepentingan;
6) Mencegah Penggunaan yang berlebihan;
7) Menghindari Penyalahgunaan Wewenang;
8) Tidak Menerima, Menawarkan/Menjanjikan.*’
9) Tertib dan Tanggungjawab;
10) Professional, Mandiri, dan Jujur;
11) Tidak Saling Mempengaruhi;
12) Menerima serta Tanggungjawab;
13) Menghindari Konflik Kepentingan;
14) Mencegah Penggunaan yang berlebihan;
15) Menghindari Penyalahgunaan Wewenang;
16) Tidak Menerima, Menawarkan/Menjanjikan.
e. Lingkungan dalam pengadaan (environment)
barang/jasa
Menurut Thai dalam Jatiningtyas, dalam
sebuah sistem dan prosedur akan senantiasa
berhubungan dengan lingkungan tempat sistem
tersebut diterapkan. Lingkungan sendiri terdiri
dari lingkungan dari dalam maupun dari luar.®
Terdapat beberapa ciri terkait keadaan lingkungan
dari dalam pengadaan barang/jasa yang baik yaitu:
1) Panitia pengadaan  barang/jasa  dalam
melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya
serasi dengan ketetapan yang berlaku
2) Penentuan barang/jasa yang sesuai dengan
kebutuhan;
3) Atasan memberikan perintah yang tidak
sesuai dengan peraturan
4) Melakukan pekerjaan sesuai dengan sistem
dan prosedur pengadaan.
Selain itu lingkungan eksternal meliputi
semua hal yang datang dari luar dan berkaitan

% Materi 2, Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika PBJ, LKPP, him 28.

% Nurani Jatiningtyas, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud
Pengadaan Barang/Jasa Pada Lingkungan Instansi Pemerintah di Wilayah
Semarang”, 65.
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dengan  penyediaan  barang/jasa.  Keadaan
lingkungan eksternal yang baik antara lain:*

1)

2)

3)

Adanya pengawasan yang memadai dari luar
dinas.

Hermawan  Kaeni dalam  Jatiningtyas
menyatakan bahwa salah satu faktor yang
menjadi penyebab utama meluasnya korupsi
dalam kegiatan pengadaan barang/jasa
Pengawasan  yang  dilaksanakan  oleh
masyarakat

Hermawan  Kaeni dalam  Jatiningtyas
menyatakan bahwa masyarakat berhak ikut
serta dalam pengawasan proses pelaksanaan
pengadaan barang/jasa disemua instansi
pemerintah. Pengawasan yang dilakukan oleh
masyarakat sangat dibutuhkan guna
mendukung upaya pencegahan kecurangan di
dalam proses pengadaan barang/jasa.

Sanksi atau hukuman yang berat untuk pelaku
yang terbukti melakukan fraud pengadaan
barang/jasa.

Menurut World Bank dalam Jatiningtyas
menekankan untuk dapat dirumuskan sebuah
kebijakan yang mengatur tentang pengadaan
barang/jasa, proses pelaksanaannya, serta
sanksi dan penegakkan hukum yang tegas.

% Nurani Jatiningtyas, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud
Pengadaan Barang/Jasa Pada Lingkungan Instansi Pemerintah di Wilayah

Semarang”, 66.

27



8¢

eipaAuad uexiubIs pnei-
seleny edepial | BueA  ynuebuad 1USWAIN20I1d=A
Mepll  nnyepJal | BjIjiwaw ueynwis 0X1s9y
ueniguad | BJRIS URQ “pned) uelejiuad=5x
[3qeLeA wawaJinooid eser/Buereg
depeyJal ueepebuad (Busjoing
'snpnyf “qeM ynsebuad ueBunybui=yx ualednge
Yesoeq 1exbeiad STITOVEDNT eser/Buereg | 1p seulg
Isesiuefi0  eped esel/Bueleq ueepebuad | -seulq  eped
epelaq  Buesexas ueepebuad BIN3=EX | snsey 1pms)
ueniguad | oxisal  uerejiuad eser/Buereg | ueyelulIBWad
wepep uexbuepass | uep  ‘uebunybull ueepebuad ISURISU|
‘BusjoIng | ‘eyne  ‘anpasoud Inpasold | Ip pneiH
ualednaey Ip | uep wiasIs 6T | uep WIASIS=¢X | uawainaoid | (0202)
seulp-seulp eped | ‘eniued  seujeny | ISIBA SSdS eser/Buereg | ynseBusdway | Xp ‘uemenss
epesaq  njnyepial :uenijauad weJsboid | ueepebuad eniued BueA Ipng
uenijauad  Xalqo | j1sey uexJesepiag sisljeuy seljeny|=TX | Jopje4-ioped | uery v
Isexland
sislfeuy unye
ueepagJasd uellijsusd |IseH 9P0I3N [3qelrep Inpnc uep nijgusd

niNyepJs] uenijausd
T I130elL

ninyepJs] uenlpgusd g




6¢

119 ‘esel/bueleq eser/bueleg
ueepebuad ueepebuad
‘snpnyj Inpasoud eN3=G6X
uaredngey (Qdo) | uep EINS eser/bueleg
yelseq 1exbueled ‘esel/Bueieq ueepebuad
Isesiuef1Q | ueepebuad eniued Inpasold ‘ueme|e|ad
Ip [eulaul uejiseybuad uep wasIS=yX ualednge
Meyid-xeyid ‘esel/Bueieq eser/bueleg | Ip eser
4 (1] uenlauad ueepebuad ueepebuad eniusd | uep  Bueseg
‘uemefe|ad uebunxbuly uepiseybuad=£x ueepebuad
uarednqgey| ‘esel/Bueieq eser/bueleg | eped (pnead)
Ip epeltaq | ueepebuad eniued ueepebuad uebueinaay (6T02)
BueA ueepeBuad | seypeny  emyeq 9T uebunybui=gx | eAuipella] 1 Ijnsey
ueueAe uN uexereAusw | 1ISI9A SSdS eser/bueleg | ynebusdws|y | ‘N uep ‘ueseH
eligy  Yodwoja uenauad welboid | ueepebuad eniued BueA | nwy ‘enusno
=uapuodsay | |I1Sey eq sISlfeuy seleny|=TX | Jope4-1ope4 eljlswng
“esel/Bueieq
eipaAuad
seljeny |agelieA
1edepus) Bueexss
ueniauad ‘pnely
weep uexbuepas JuswaJinooud
‘esel/Buereq depeyual




0€

snpny | uep  ‘ueepebuad ueepebusd
uaredngey (AQdO) | wepep uebunybul) uebunybuli =gXx
yelaeq 1exbuelsd | ‘ueepebuad wejep eser/bueleg
Isestuedi0,,  Ip | eqne  ‘ueepefuad ueepebuad
Jedepla) Buesexas | weep  unpasoud eN3=pX
uenijauad | uep Wwa3sIs eser/Bueleg
wejep uexbuepas ‘esel/Buereq ueepebuad
BueyeiSox ©10y] eipakuad Inpasolid Aand
Se)ISIBAIUN  18SY | Liep selljeny uep wasIS=¢gX | ebequia  1p
ueeJleyljswad ‘ueepebuad eser/Bueteg | eser/  Bueseg
uep uee|ojabuad eniued eipaAuad ueepebuad
1eIOPOI(,, TP | Lep seljeny nejey seMfeny=¢X | pnedd uebuap (L102)
1edepua)l ninyepJal | JIsey  uexiedeplp SSdS eser/Bueteg | uebungnyieg nuelreyinN
ueniauad uenauad weJlboid | ueepebuad eniued Buek BSIN
Lep 3alqo | 11sey eq sisljeuy selfenM=TX | Jope4-iopfed unjoJIyseN
‘ueMme|elad
ualednageyy
Ip pneJy depeylsl
uexyiubis
ynsebuad
ST]]OVEDNT eser/Buereg
esel/bue.eq ueepebuad pn
ueepelbuad el /uebueIndad=A




1€

[ogRLIRA ue|iseybuad |eulaiu|
=Buerexas | |aqenien  eAuey ueljepuabuad
uenlguad | uep esel/bueleq WwAsIS=6X
‘[euJaul ueepehuad eser/Bueleg
ueljepusbuad | pneay  depeysal ueepebuad
EINE uep uex1Iub1s eYnI=pX
‘ueepebuad exne | BueA  yniebuad eser/bueleg
‘anpasoud uep | DjIjIwaW ‘feutsul ueepebuad
walsls  ‘eniued ueljepuabuad Inpasold
uejiseybuad | walsIS uep ‘BN uep WwASIS=£X "esel/Buereg
‘ueepebuad | ‘Inpasoud uep eser/bueleg ueepebuad
eniued  seypeny | walsIs ‘eniued ueepebusd eniued ueelbay
:uapuadspul | Seyfeny  |aqeleA uejiseybuad=gx | wepep pneid 1 (2102)
[ELEIRTN ueyedepip 3SSdS eser/bueleg | ynebusdwap IpeAINIA
=Nn|nyep.al ‘uenijauad welboid | ueepebuad eniued Buek | ‘A'IN'T uep
uenigusd | |isey ledg SISIfeuy seyfeny=TX | Jopfed-lopfed | neAepiH NN
‘0202z unyey esel/bue.eq eser/bueleg
eped Bueieyss ueepeBuad ueepebuad
uentjuad  ymun | pneyy  depeyial pneid=A
uep ‘210z unyel ynsebuad oISy
nieA  ninyepsa) S[]]OVEDNT uele|iuad=9x
ueniguad spoliad | oMislt  uelejiuad eser/Bueleg




[43

edelagaq
1edepua ]

ueyeleAusw
uenijpuad  jIseH

welboud
Sisifeuy

ueepebuad eniued
SeHeNY=TX

pueA
lopfe4-1opje4

yl snjned
uep eujieInz

‘Snpnyj
uarednaeyy
:Buelexss
uenijsusd
‘1Y Ueleyasady
UBLIBIUBLLIB
ISueIsu|
uBeunybui]
:n|nyepJa)
uenijausd
=uspuodsay

ado

‘ueepebuad
uebunyburp  uep
‘ueepebuad exNne
‘Inpaso.d uep
wasis ‘eipakuad

senfeny

‘ueepebuad
eniued  seypeny

:uspuadapul

“esel/Buereq
ueepebuad
pned;  depeysal
uexiJiubls  eredss
ynsebuad.ag
Mepn Buek
ueepebuad eniued

eser/bueleg
ueepebuad

pnei4=A




€€

‘Snpnyj
uajedngey (Qdo)
Yeseeq 1exbueIad
IsesiueblQ
Bueiey|ss
ueniauad
uapuodsal
uexbuepas ‘resnd
(>1dg) uebuenayy

Yyefepe

esy1lawad
uepeg lojipne
nieA  ninyepss)
ueniauad
uspuodsey
“nleq
ueniguad uehusp
uBnelip  ye|sl
BueA  uenipuad
eJejue uspuadapul
[aqeLeA

wepep ueepagJad

esel/bue.eq
ueepebuad
depeyual
ynsebuad
Pijiwsw
yepusi BeA
euesyejad seljeny
‘ueepebuad
wasls uedesauad
eAuyews|

pneJj

SSdS

(pneuy) esel/Bueleq
ueepebuad  weep
uebuedwiAuad=A
pneJy nyejiiadiaq
Ynun BIN=/X

ueisdasiadip
BueA  esel uep
Bueseq ueepebuad

eliued nye|iiad
[01U0M=9X

pneJy uexepunl

eped ypjalgns
BWION=GX

pneJy nyejuiad

seje dex1S=yX
uepebuad unpasoud
uep WiASIS=E£X
ueepebuad

eniued ain
ssaidperoueul4=zx

‘leusslsy3
loypny
uelsdasiad
J1ipjadsaid
ep  ueifey
yengss :pnei-
juswaindoldd |

ynsebuadwan

(9102)
oulllesdipeH
pinseq




C. Kerangka Pemikiran

Menurut Purhantara dalam Diah, kerangka berfikir ialah
model terstruktur yang dari beberapa faktor yang sudah
dikualifikasikan sebagai hal yang penting dalam penelitian.
Kerangka berpikir yang benar akan memaparkan secara detail
antar variabel yang diteliti. Jika dalam suatu penelitian ada
variabel intervening dan moderator, maka juga perlu
dijabarkan, kenapa variabel tersebut disertakan. Hubungan
antar variabel tersebut nantinya akan dikeompokkan kedalam
bentuk gambar atau kerangka penelitian yang dilandaskan
pada kerangka berpikir.*°

Berdasarkan latar belakang dan landasan teori diatas,
kerangka pemikiran dalam penelitian ini yakni perihal
interaksi antara aspek-aspek yang memicu terjadinya
kecurangan pengadaan barang/jasa (kualitas dari panitia,
kualitas dari penyedia, Sistem dan Prosedur, Etika Pengadaan,
dan Lingkungan Pengadaan) dengan Fraud Pengadaan
Barang/Jasa dengan dapat digambarkan seperti:

“0 Diah Purwaningrum, “Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal,
Ketaatan Aturan Akuntansi, Kesesuaian Kompensasi, Asimetri Informasi,
Moralitas Individu, dan Kepuasan Kerja Terhadap Kecenderungan Kecurangan
Akuntansi dengan Perilaku Tidak Etis sebagai Variabel Intervening (Studi
Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus)”, 41.

34



Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran

Kualitas Panitia
Pengadaaan (X1)

Kualitas Penyedia
Pengadaaan (X2)

Fraud
Pengadaan
Barang/Jasa (Y)

Sistem dan
Prosedur
Pengadaaan (X3)

Etika Pengadaaan
(X4)

Lingkungan
Pengadaaan (X5)

Keterangan:

1.

2.

Variabel terikat (dependen) dalam penelitian ini adalah fraud
pengadaan barang/jasa

Variabel bebas (independen) dalam penelitian ini adalah
kualitas panitia, kualitas penyedia, sistem dan prosedur, etika,
dan lingkungan pengadaan barang/jasa.
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D. Perumusan Hipotesis
Hipotesis ialah suatu presepsi sementara terhadap
permasalahan penelitian dengan tujuan agar penelitian yang
diteliti menggunakan data statistik yang benar dan sesuai.
Hipotesis juga bisa diartikan sebagai jawaban sementara yang
bisa membuktikan benar atau salahnya. Hipotesis akan
diterima jika fakta-fakta yang dianalisa benar dan begitupun
sebaliknya.”! Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui serta
menganalisis faktor-faktor yang mampu memicu terjadinya
kecurangan/fraud pada proses pengadaan barang/jasa,
Berdasarkan kerangka berfikir serta model penelitian
tersebut, maka hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Pengaruh Kualitas Panitia Pengadaan Barang/Jasa terhadap
Fraud Pengadaan Barang/Jasa
Penelitian yang dilakukan Thai dalam Nurharjanti
menyatakan  bahwa  profesionalisme dari  panitia
penyediaan barang/jasa menjadi aspek yang mampu
memicu berhasil atau tidaknya suatu sistem pengadaan
barang/jasa untuk menggapai tujuan yang telah
direncanakan.*” Menurut laporan yang dibuat oleh World
Bank menyatakan salah satu faktor yang menjadi penyebab
belum dapat berfungsinya sistem pengadaan di Indonesia
karena sebagian besar staf operasional ~memiliki
kemampuan yang masih dibawah standart, seluruh atau
sebagian anggota panitia pelelangan beserta pihak-pihak
yang berwenang memberi otorisasi dalam aktivitas
penyediaan.®
Dari Tool Kit Anti Korupsi yang dibuat Indonesia
Procurement Watch, menyatakan penyusunan Panitia
Lelang menjadi hal yang perlu di waspadai sebagai hal
yang bisa jadi sebab berkembangnya Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme (KKN), mencakup berbagai ‘“kepentingan”

L Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik
(Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 64.

“2 Nashirotun Nisa Nurharjanti, “Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan
Fraud Pengadaan Barang/Jasa di Lembaga Publik,” 10.

*® Nur Hidayati dan J.M.V Mulyadi, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Fraud dalam Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa,” Jurnal Riset Akuntansi dan
Perpajakan 4, no. 2 (2017): 2
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dalam proses pengadaan. Panitia pengadaan barang/jasa
yang tersusun akan membuktikan bersih atau kotor suatu
proses penyediaan barang/jasa mulai dari awal kegiatan
pengadaan sampai ditandatanganinya kesepakatan kontrak
kerja. Pada bagian ini ialah permulaan penyebaran virus-
virus KKN, misalnya terbentuk atau tersusunnya panitia
pengadaan yang tidak sesuai kemampuan teknis, objektif,
dan memiliki kejujuran yang tinggi dari setiap anggota.
Berdasarkan pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan
bahwa semakin tinggi kualitas panitia pengadaan
barang/jasa maka indikasi fraud dalam pengadaan
barang/jasa dapat berkurang. Dengan demikian hipotesis
pertama dapat dirumuskan sebagai berikut:
H;: Kualitas panitia pengadaan barang/jasa
berpengaruh negatif terhadap fraud pengadaan
barang/jasa

2. Pengaruh Kualitas Penyedia Barang/Jasa terhadap Fraud
Pengadaan Barang/Jasa

Penelitian yang dilakukan oleh Nurharjanti

menyatakan salah satu hal yang dapat berpengaruh dalam
kesuksesan sistem pengadaan barang/jasa ialah rasa
profesionalisme dan kualitas dari penyediaan barang/jasa.*
Profesionalisme dan kualitas penyedia dapat dilihat dari
kualifikasi administrasi dan kualifikasi teknis penyedia
barang/jasa, sehingga ketika persyaratan kualifikasi
tersebut  terpenuhi  maka kecurangan/fraud dalam
pengadaan barang/jasa dapat berkurang. Berdasarkan
pernyataan tersebut, maka semakin bagus kualitas dari
penyedia barang/jasa maka indikasi fraud dalam
pengadaan barang/jasa dapat berkurang. Dengan demikian
hipotesis kedua dapat dirumuskan sebagai berikut:
H,: Kualitas penyedia barang/jasa berpengaruh negatif
terhadap fraud pengadaan barang/jasa

3. Pengaruh Sistem dan Prosedur Barang/Jasa terhadap Fraud
Pengadaan Barang/Jasa

Aspek lain yang tidak kalah penting dalam

menentukan jalannnya sistem dari pengadaan barang/jasa

* Nashirotun Nisa Nurharjanti, “Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan
Fraud Pengadaan Barang/Jasa di Lembaga Publik,” 11.
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yaitu ketentuan prosedur dari pengadaan barang/jasa itu
sendiri. Ketentuan serta prosedur pengadaan barang/jasa
dapat mempengaruhi keberhasilan dalam suatu sistem
pengadaan barang/jasa guna mencapai tujuan yang telah
ditetapkan. Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dkKk,
mengatakan sistem prosedur pengadaan barang/jasa yang
berhasil atau berjalan dengan baik mampu mengurangi
fraud pengadaan barang/jasa.*

Terdapat berbagai kriteria terkait sistem serta
prosedur yang baik menurut Jourdain dan Balgobin
sebagaimana yang dikutip dalam Nur Hidayati dan
Mulyadi adalah sebagai berikut: transparan, ekonomis,
efisien dan tepat waktu, dan adil. Sistem serta prosedur
pengadaan yang baik juga diharuskan mempunyai
mekanisme feedback sehingga dimungkinkan untuk
dilakukannya upaya perbaikan serta penyempurnaan.‘®
Selain itu, mekanisme complaint juga perlu untuk di
ciptakan agar dapat memperkuat upaya pematuhan
ketentuan. Menurut World Bank dalam Nurharjanti
menyatakan salah satu yang menyebabkan belum dapat
berfungsinya sistem pengadaan barang/jasa di Indonesia
adalah karena tidak adanya tindak lanjut akan berbagai
pengaduan dalam proses pengadaan, dan adanya
pemantauan yang sistematis terhadap kepatuhan atas
peraturan serta prosedur pengadaan.’” Berdasarkan
pernyataan tersebut, maka dapat dikatakan semakin baik
sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa diterapkan
maka indikasi akan adanya fraud dalam pengadaan
barang/jasa dapat berkurang. Dengan demikian hipotesis
ketiga dapat dirumuskan sebagai berikut:

Hs: Sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa
berpengaruh negatif terhadap fraud pengadaan
barang/jasa

% Ketut Rian Budi Setiawan,dkk., “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Procurement Fraud di Instansi Pemerintahan (Studi Kasus pada Dinas-Dinas di
Kabupaten Buleleng)” Vokasi:Jurnal Riset Akuntansi 9, no. 1 (2020): 7.

® Nur Hidayati dan J.M.V Mulyadi, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

Fraud dalam Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa,” 8.
T Nashirotun Nisa Nurharjanti, “Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan
Fraud Pengadaan Barang/Jasa di Lembaga Publik,” 4.
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4. Pengaruh Etika Pengadaan Barang/Jasa terhadap Fraud
Pengadaan Barang/Jasa

Dalam proses pengadaan barang/jasa etika yakni
aspek yang perlu diperhatikan dalam menciptakan proses
pengadaan barang/jasa yang baik dan sehat. Etika dalam
pengadaan barang/jasa berkaitan dengan kebiasaan dalam
praktek kegiatan usaha yang dianggap akan mampu
menciptakan sistem persaingan usaha yang baik. Etika
yang ada dalam proses pengadaan barang/jasa akan
mampu mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang
atau kolusi demi keuntungan pribadi maupun kelompok
baik secara langsung maupun tidak langsung mampu
merugikan negara.

Etika dalam pengadaan barang/jasa yang baik
harus diciptakan guna mencegah terjadinya praktik KKN
dalam pengadaan barang/jasa. Tang et al. dalam
Nurharjanti menyatakan bahwa terdapat pengukur dari
perilaku yang menyimpang atau tidak sesuai dalam
organisasi terdiri dari perilaku yang menyalahgunakan
kedudukan/posisinya, menyalahgunakan kekuasaan,
menyalahgunakan sumber daya organisasi, serta perilaku
yang tidak berbuat apa-apa.*®

Merujuk dari konsep yang telah dikembangkan
oleh Association of Certified Fraud Examiners yang
mengungkapkan salah satu konsep yang sesuai dalam
menjelaskan ~ pencegahan  fraud adalah  dengan
menanamkan konsep pola pikir yang beretika, hal ini
dirasa mampu untuk menciptakan keadaan yang
memungkinkan pegawai tidak dapat melakukan tindakan
kecurangan/fraud. Salah satu bentuk pola pikir yang
mampu diterapkan adalah dengan menggerakkan para
pelaku pengadaan barang/jasa seperti pengguna, penyedia,
serta kelompok yang terkait tidak menerima, menawarkan,
maupun menjanjikan pemberian hadiah atau imbalan
berupa apapun untuk pihak yang terkait dalam proses
pengadaan barang/jasa. Berdasarkan pernyataan yang telah

“8 Nashirotun Nisa Nurharjanti, “Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan
Fraud Pengadaan Barang/Jasa di Lembaga Publik,” 4-5.
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dikemukakan diatas maka apat disimpulkan bahwa
semakin baik etika pengadaan barang/jasa maka indikasi
fraud dalam pengadaan barang/jasa akan menurun. Dengan
demikian hipotesis keempat dapat dirumuskan sebagai
berikut:
H,: Etika pengadaan barang/jasa akan berpengaruh
negatif terhadap fraud pengadaan barang/jasa

5. Lingkungan Pengadaan Barang/Jasa terhadap Fraud
Pengadaan Barang/Jasa

Menurut Thai dalam Jatiningtyas, dalam sebuah

sistem dan prosedur tidak akan terlepas dengan lingkungan
dimana sistem tersebut diterapkan. Lingkungan menjadi
salah satu penyebab yang mampu mempengaruhi
kemampuan suatu sistem pengadaan barang/jasa dalam
menggapai tujuan yang telah ditetapkan.” Hal tersebut
berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Astuti yang
didukung  dengan  penelitian  Nurharjanti  yang
mengungkapkan bahwa lingkungan pengadaan barang/jasa
tidak berpengaruh terhadap fraud pengadaan barang/jasa.*
Hal ini menandakan bahwa terdapat faktor lain yang
menjadi penyebab kondisi proses pengadaan barang/jasa
masih dapat berjalan dengan professional yaitu dengan
kondisi lingkungan yang sehat, jujur serta mendapatkan
insentif sehingga dapat mengurangi KKN. Akan tetapi,
penelitian yang dilakukan oleh Jatiningtyas didukung oleh
Thai menemukan salah satu penyebab yang memicu
keberhasilan dalam proses pengadaan barang/jasa adalah
lingkungan pengadaan. Berdasarkan pernyataan tersebut,
maka dapat diketahui semakin baik lingkungan pengadaan
barang/jasa maka indikasi terhadap fraud dapat berkurang.
Dengan demikian hipotesis kelima dapat dirumuskan
sebagai berikut:
Hs: Lingkungan pengadaan barang/jasa akan
berpengaruh negatif terhadap fraud pengadaan
barang/jasa

“ Nurani Jatiningtyas, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud
Pengadaan Barang/Jasa Pada Lingkungan Instansi Pemerintah di Wilayah
Semarang”, 65.
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